BUPATI BOLP;A!NG I\J;IQNGONDQW
PROVINSI SULAWESI UTARA |
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
'NOMOR 6 TAHUN 2018 T,
~ TENTANG |
PERUBAHAN ATAS PERA’I‘URAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM |
'NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2018 |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Menimbang : a. bahwa ‘dalam rangka penmgkatan produktifitas kerja dan

dukungan ‘pengabd1an de"ﬂam pelaksanaan tugas

kedinasén, maka d'ilpandang perlu mengubah ketentuan

dalam Lamp1ran III Peraturan Bupatl Bolaang Mongondow

Nomor al Tahun 2017 tentang Bigya Perjalanan Dmas

Dalam Negen Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota

. DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Serta Pegawali ’Fidak Tetap di

p Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
' Tahun Anggaran 2018; i v -

" b. bahwa berdasarkan pertlmbangan..scbagaima:na dimaksud
dalam' ‘huruf a, perlu nllenetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang
Mongondow Nomor 51 'I‘ahun 2017 tehtang Biaya
Perjalanan Dinas Qalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Serta
Pegawai 'Tidak Tetap di Lingkungan Pernerintah

. . ¥ b Kabupaten Bolaang Mongomdow Tahun Anggaran 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah 'Tingkat II, di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indoniesia Tahun 1959 Nomor

N



74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822): | . |
Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang
E’enyelenggaraan ‘Negara yang Be]'SIh dan Bebas dari
Korupsi, K01u31 dan Nepotlsme (Lembaran Negara
Re;‘)ubhk Ind0n631a Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 3851);
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarn’t?ahan .Lembéran Negara Repuﬁlik

1
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Undang-Und;im'g No'mor_ 1 . Tahun' 2004 tentang -
Perbendaharaan |'Negara (Lembaran Negara, Repubﬁik

Indonesia Nomor 4286);

IndoneSIa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355);

Undang Undang Nomor 33 .Tahun 2004  tentang
Perlmbangan Keuahgan Antara. Pemerintah Pusat dan
Pémerin'tah Daerah | Lembaran Negara Repubhk
Indonesﬁa Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); - | '
Undang-Undang * Nomor 11‘2 Tahun 2011 tenta,ng
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba_t‘@n
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan. Lembaran, Negara Repubhk Indonesia Nomor
5234)

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparai;ur
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonema Tahpn -
2014 Nomor 6, Tambahan 'Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5494); . ' Co b
-Undang;'Undang «wNomor 23 'I"ahurll 2014 tentaing
Pemerinfahan Daerah (Lembardd Negara Repubhk
Indones1a Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana
telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Unda_ng—
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Undang . NomOI 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan Daerah (*Lembaran Negara chubhk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambaha.n Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tenta g
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Rep:ﬁﬁk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

INegara Republik Indonesia} Nomor 5601); |
Peraturan Pemerintah 'Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan ~ Keuangan Daerah (Lembaran | Negara
Republik Indonesia Tahun 200§ Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indohesia Nomo';r 4578); ]

Peraturan Pemerintah I}Iombr 81 Tahun 52017 tentﬁng
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ‘Daerah (Lem'baran
Negara Repubhk Indone51a-Tahun 2017 Nomor 106,
’Iambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nor?or

6057); ! '

Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 13 Ta_hun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah bebex‘apa kali terakhir den%an
Peraturan Menteri 'Dalam ,Negeri Nomor 21 Tahun 20‘11
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nornbr 13 Tahun 2006 tentang Pedomlan
Pengelolaan Keuangan Daerah; o |
Peraturan Menteri' Keuangan. N()mor 113/PMK 05/2012
tentang Perjalanan Dinas -Dalam Negeri bagi Pejaﬂat
Negara, Pegawal Negeri, dan Pegawal Tidak,Tetap; ' !
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Ber%ta
Negara Repubhk Indonema Tahun 2015 Nomor 2036); *‘
Peraturan Menterl Keuangan Nomor 47 /PMK. 02/20317
tentang Standar Blaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor
10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018; J
Peraturan Bupati Bolaang Mongqndow Nomor 51 Tahun
2017 tentang Biaya Perjalanan Dmas Dalam Negeri BIg;

Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegaulra;

INegerx Sipil, Serta Pegawal Tldak Tetap Di ngkungan

Pemerm,tah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahuh
Anggarap 2018;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 'PERATURAN - BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
' . PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 51
' TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM
" NEGERI BAGI PEJABAT, NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ' KABUPATEN
" BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2018.
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Pasal | ‘ i
Ketentuan Lampiran IIII huruf i dan Keterangan dalam Peraturan Bupati
Bolaang Mongondow Nomor 51 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, -Pimpinan dan Anggota DPRD; Pegawai
Negen Sxpﬂ Serta Pegawa1 Tidak Tetap di ngkungan Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun 2017 Nomor S1) diubah sehingga Lampiran III hunllf i dan
Keterangan yang mengatur mengenai Komponen Biaya Pe:jal;a.rll'an Dinas Luar
Daerah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yaf}g merupakan

)
]

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. i

' Pasal II
Peraturan Bui)ati ini mulai berlaku pada tanggal 1 I,April 2018.
Agar setiap Iorang mengetahuinya, merr,ieﬁntahka'n Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan Pene'rnpatanny'a dalam B?rita Daerah Kab'upat’en Bolaang

Mongondow, !
' : 1 | | o
' ' Ditetapkan di Lolak '
| pada tanggal o -y~ 201
BUPATI B( 'LAAivG( MONGONDOW,
D1undangkan di Lolak '

' . 2018
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BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018
NOMOR...
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2018
'TENTANG : PERUBAHAN  ATAS PpRATURAN? BUPATI BOLAA
MONGONDOW NOMDR 51 TAHUN 2017 TENTANG BIA

|

|

|

: e o

TANGGAL : 2018 ; #

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI'PEJABAT NEGA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIP L,
' SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINE%

-

KABUPATEN . BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGA

2018 i
| vl

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

'
L.

o Lo ,| 1 'Biaya
Jenis Perjalanan Dinas | Uang | Bi.a'Lya, 'Tﬁggor }ij;?;ﬁg & crggrtign
Jabatan ‘ hHanan Penginapan | peoawai dlbayarkan Angkutan
i v : : | Jenazah

. Perjalanan Dinas Jabatan o '
dalam rangka pelaksanaan N Nt ' \ Sesuai )
tugas pokok dan fungsi penugasan |
SKPD B 5
. Perjalanan Dinas Jabatan _ o ,
untuk mengikuti  rapat, N ) v ! [ -
seminar dan sejenisnya . - BEEanaH '

. Perjalanan Dipag Jabatap ! ‘ Maksimal |
dalam ' rahgka | Sy Vo | 90 |
Pengumandahan (sembilan J
(Detasering) - puluh) hari| | |

. Perjalanan Dinas Jabatan . ) 2d ‘}
untuk menempuh - ujian v oA Y r(ia}lia) ' -

dinas/ujian jabatan 1

. Perjalanan' Dinas Jabatan o 5
untuk menghadap Majelis '

Penguji Kesehatan Pegawai ' |
Negeri atau menghadap . v
seorang ‘'dokter penguji \ ’ i vy Sesuai
kesehatan yang ditunjuk, , p penugasan
untuk mendapatkan surat ' L e
keterangan dokter tentang | :
kesehatannya guna /
kepentingan jabatan '

. Perjalanan Dinas Jabatan o
untuk memperoleh’
pengobatan  berdasarkan | :
surat keterangan dokter V N 1 Sesuai

karena mendapat cedera ' | ' penugasan
pada waktu/karena oyt

melakukan tugas ‘ !

. Perjalanan Dinas Jabatan [ ‘ ; {
untuk mendapatkan oy, )
pengobatan  berdasarkan | ' V V \ _ Sesual | -
keputusan Majelis Penguji ' . 5 peiiighsad f
Kesehatan Pegawai Negeri | | _ e |

.Perjalanan Dinas Jabatan | - J 3 Maksimal |
untuk mengikuti | ) ' 2 (dua) '

1




biaya Penginapan selama kegiatan. P!

pendidikan setara | , ‘ + hari
Diploma/S1/S2/S3 .
. Perjalanan Dinas Jabatan : B Maksimal
untuk mengikuti bimtek, [| V 3) v 4 SR 5 (lima) .
pendidikan dan pelatihan _ | . ' , : . hari
. Perjalanan , dinas dalam |’ ‘ . ;
ranjgka koo?‘dinasi dan|. 2 AN Sesual
konsultasi . penugasan
Keterangan: = i
1. V1) : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan.dan selama
masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah
dinas. ' i
2. V2) : Biaya transpor pegawai dlberlkan unthk transpor pada saat
kedatangan dan kepplangan. ', | ' _
3. ¥3) : Uang Harian yang diberikan berupa uang saku selama 4 (empat)
hari, uang makan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu)
hari pada saat kepulangan.

V3) : Khusus untuk keg1atan  Bimtek/Diklat yang tidak didediakan
penginapan bagl Peserta, maka pelaksana ,SPT dapat diberikan
uang harian berupa transport lokal selama keglatan ‘

V3)': Khusus kegiatan Bimtek/Diklat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
uang haridn yang diberikan berupa uang saku selama 5 {lima) hari,

| uang makan 1 (satu) hari pada saat kedatangan'dan 1 (satu) harl

pada sdat kepulangan. - \ 1

4. V4) : Biaya'Penginapan diberikan 1 (hatu] hari pada saat kepulangan.
V4) : Khusus untuk kegiatan Bimtek dan Diklat yang tldak disediakan

pcngmapan bagi Peserta, maka pelaksana SPT dapat diberikan

|
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